
 

61 
 

BAB  V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara 

Barat (Studi Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan 

Perkebunan NTB Tahun 2017), dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil 

dan pembahasan pada bab IV yaitu  sebagaiberikut: 

1. Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi 

Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB 

Tahun 2017). Dalam hal The Agency Model Of Corruption pada poin 

asimetri information bahwa tidak ditemukan miskomunikasi atau 

tumpang tindih informasi antara dinas pertanias dan perkebunan NTB 

dengan kedua PT pengadaan bibit jagung karena dalam kasus korupsi 

bibit jagung anggaran tahun 2017 ini sudah terencanan dari awal 

karena kepala dinas dan kedua PT yang terlibat sudah merencanakan 

untuk melakukan korupsi. Dari berbagai pola korupsi yang dilakukan 

yaitu dengan perencanaan penunjukan rekan atau PT yang 

menyediakan barang sampai dengan penyaluran anggarannya. Dengan 

berbagai modus memalsukan sertifikat, menduplikat sertifikat, 

menggunakan sertifikat bodong sampai dengan pengadaan bibit jagung 

oplosan yang merugikan petani jagung di Nusa Tenggara Barat. 

Dengan berbagai motivasi korupai yang dilakukan Kepala Dinas 
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Pertanian dan Perkebunan NTB  dan kedua PT yang terlibat untuk 

memperkaya diri dan demi kepuasan pribadi atau kelompok. 

2. Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi 

Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB 

Tahun 2017). Dalam hal corruption and internal market yaitu 

keterlibatan perusahaan atau pasar dalam kasus korupsi bibit jagung 

tahun anggaran 2017 melibatkan dua PT yaitu PT SAM dan PT WBS 

yang mengatur pola-pola terjadinya korupsi sehingga Negara 

mengalami kerugian akibat korupsi yang dilakukanoleh kedua PT 

tersebut dalam pelaksanaan pengadaan bibit jagung tahun anggaran 

2017. 

1.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis rangkum 

tentang Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi 

Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB Tahun 2017), 

penulis dapat merekomendasikan beberapa saran-saran sebagaiberikut: 

1. Memperketat peraturan terkait penggunaan anggaran disetiap Dinas 

atau OPD agar penggunaan anggaran tidak salah digunakan oleh 

pejabat public terkait. 

2. Melakukan pengawasan secara maksimal terkait pelaksanaan setiap 

program-program yang melibatkan anggaran Negara baik dari 

pemerintah maupun masyarakat harus terlibat aktif dalam pelaksanaan 
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pengawasan agar tidak ada kesempatan maupun ruang dalam 

melakukan korupsi. 

3. Memperkuat aturan-aturan terkait tentang penyalahgunaan kekuasaan 

agar tidak terjadi korupsi-korupsi lainya. 

4. Memberikan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku korupsi agar 

memiliki efek jera dan sebagai bahan pembelajaran untuk pejabat 

publik lainnya agar tidak melakukan korupsi maupun penyelewengan 

lainya. 

5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan 

penelitian ini untuk memperluas pengetahuan tentang pola-pola 

korupsi. 
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